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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa kendaraan dinas roda empat merupakan
salah satu faktor penting dalam mendukung
kelancaraan penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah, sehingga perlu standarisasi kendaraan dinas
roda empat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kendaraan
Dinas Roda Empat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 199 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG STANDARISASI
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standarisasi kendaraan dinas roda empat adalah pembakuan
kendaraan dinas roda empat.

2. Kendaraan dinas roda empat adalah kendaraan milik pemerintah
daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri
atas kendaraan  perorangan = dinas, Lkendaraan = dinas
operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas
khusus/lapangan.

Pasal 2

Kendaraan dinas roda empat meliputi :
a. kendaraan perorangan dinas;
b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan

c. kendaraan dinas khusus/lapangan.

Pasal 3

(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, disediakan dan dipergunakan oleh pejabat negara.

(2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Kapasitas/isi silender kendaraan dinas perorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan ini.
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Pasal 4

Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disediakan dan
dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, eselon Il dan eselon III.

Kapasitas/isi silender kendaraan dinas operasional/kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5
Kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan
operasional khusus/lapangan, pelayanan umum dan untuk
menjangkau daerah-daerah terpencil.
Kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kapasitas/isi silendernya tidak dibatasi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014

PARAF KOORDINASI .
Ditetapkan di Masamba
SEKDA pada tanggal 24 Maret 2014
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 7

TENTANG
STANDARISASI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

TAHUN 2014

KAPASITAS/ISI SILENDER KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

A. Kendaraan Perorangan Dinas

Jenis Kapasitas/Isi
No'| dahatan dniah Kendaraan | Silinder (Maksimum)
1 (satu) unit Sedan 2.500 cc
1. | Bupati
1 (satu) unit Jeep 3.200 cc
5 Wakil | 1 (satu) unit Sedan 2.200 cc
| Bupati | 1 (satu) unit Jeep 2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan
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Kapasitas/Isi
No Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan Silinder
(Maksimum)
1. | Ketua DPRD | 1 (satu) unit | Sedan atau Jeep 2.500 cc
Wakil Ketua . Sedan atau
2. DPRD 1 (satu) unit Minibus 2.200 cc
Pejabat Sedan atau
< SJe <o 1 (satu) unit | - Minibus (bensin) 2.000 cc
- Minibus (solar) 2.500 cc
Peiabat Sedan atau
4 sfe sl 1 (satu) unit | - Minibus (bensin) 1.600 cc
- Minibus (solar) 2.500 cc
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